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P U T U S A N

Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.MTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mentok  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat  kediaman di  Kabupaten  Bangka  Barat,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh

Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Mentok  dengan  Register

perkara  Nomor  200/Pdt.G/2023/PA.MTK  tanggal  01  Agustus  2023,  telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah,  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Tempilang,  Kabupaten  Bangka  Barat,  Provinsi  Kepulauan

Bangka Belitung,  pada tanggal  15 Oktober  2021,  dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor 0140/004/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan

Tergugat berstatus perjaka;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan

Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah

bergaul sebagai pasangan suami istri, namun  belum dikaruniai anak;

5. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam keadaan  rukun  dan  harmonis,  namun sejak  bulan  Maret   tahun

2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,

antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada

Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

6. Bahwa  pertengkaran  terakhir  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi pada bulan September tahun 2022 dikarenakan Tergugat cemburu

dan menuduh Penggugat masih berhubungan dengan mantan suaminya

sehingga  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  akibat  dari

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan

yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat  dan Tergugat  sudah

tidak  saling  memperdulikan  lagi  serta  Tergugat  tidak  pernah  memberi

nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak  ada  kebahagiaan  lahir  dan  bathin  dan  tidak  ada  harapan  untuk

kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai

oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa  selama  ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar

dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan

akhirnya  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah

tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah

melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;  
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Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim

yang  memeriksa  perkara  ini,  mohon  kiranya  untuk  berkenan  menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Gunawan

bin Jamal) terhadap Penggugat (Lista binti Sudi);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang

berlaku. 

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  maka  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 08 Agustus 2023,

Penggugat  dan Tergugat  tidak  datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut pada tangga 02 Agustus 2023

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah;

Bahwa pada hari sidang  lanjutan tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat

dan Tergugat tetap tidak  datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun

keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut pada tangga 09 Agustus 2023

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum

Islam,  lalu  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat,  oleh

karena  itu  berdasarkan Pasal  40  dan Pasal  63  ayat  (1)  Huruf  (a)  Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undangn Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili,

serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan  secara  hukum  Islam  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Tempilang Kabupaten Bangka Barat  Provinsi  Kepulauan Bangka

Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam

Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal  116 Huruf  (f)  Kompilasi

Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona

standi in judicio) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadiri  persidangan  yang  telah

ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak

hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara a quo

Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau  kuasanya  yang  sah  meskipun  Penggugat  telah  diperintahkan  dan/atau

dipanggil  untuk  hadir  di  persidangan  secara  resmi  dan  patut,  sehingga

ketidakhadiran  Penggugat  bukanlah oleh  suatu  halangan yang sah menurut

hukum;

Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran   Penggugat  sebagai  pihak  yang

memiliki kepentingan  in casu, oleh Majelis Hakim menilai bahwa  Penggugat

telah  melawan  hak  dan  tidak  bersungguh-sungguh  untuk  melanjutkan

perkaranya;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  perkara

mengedepankan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sesuai  dengan

maksud  Pasal  57  Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

juncto Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang

Kekuasaan Kehakiman,  maka Majelis  Hakim berpendapat  bahwa perkara  a

quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan

Pasal 148 RBg;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Mentok pada hari  Selasa tanggal  15 Agustus 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal  28 Muharram 1445 Hijriah  oleh  Adi  Sufriadi,  S.H.I. sebagai

Ketua Majelis,  Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H.,

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Supri,  S.H.I.,  M.H. sebagai

Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I.

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,
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M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.  75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 820.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp.  10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

Jumlah : Rp. 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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